Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi di BMT Amanah Ummah Kartasura Tahun 2015 (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011) by Akmal, Mizani & , Dr. M. Muhtarom, SH. MH
PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI  
DI BMT AMANAH UMMAH KARTASURA TAHUN 2015 






Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada 
















PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH 
FAKULTAS AGAMA ISLAM 






















































































PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI 
DI BMT AMANAH UMMAH KARTASURA TAHUN 2015 




Zakat profesi merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang 
muslim dan harus dikelola oleh lembaga Amil Zakat secara baik. Selain aturan 
syari’at Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat 
merupakan salah satu dasar acuannya, agar dalam setiap mendirikan lembaga amil 
zakat memiliki status hukum yang legal dalam menghimpun serta 
mendayagunakan zakat, infak, maupun shadaqah.  Berdasarkan uraian tersebut 
peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisa bagaimana praktik pengelolaan 
zakat profesi yang sesungguhnya di BMT Amanah Ummah Kartasura berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tinjauan hukum positif 
terhadappelaksanaan pengelolaan zakat profesi di BMT Amanah Ummah 
Kartasura. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research ) dengan 
pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 
wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode analisis data yang digunakan 
adalah metode deduktif. 
 Pelaksanaan pengelolaan zakat profesi di BMT Amanah Ummah 
Kartasura secara kelembagaan belum sesuai dengan undang-undang nomor 23 
tahun 2011 karena belum memiliki SK sebagai Lembaga Amil Zakat, akan tetapi 
secara pengelolaan dari mulai penghimpunan, penghitungan, sampai 
pendayagunaan telah sesuai  dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
23 Tahun 2011 
Kata Kunci : Pengelolaan, Zakat Profesi, BMT Amanah Ummah, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011. 
ABSTRACT 
Zakat of profession is an obligation who must be done by every moslem 
and well managed by the ‘āmīl zakātinstitute. The other rule of Islamic law, the 
Indonesian Law Number 23 of 2011 on zakātmanagement is one foundation in 
order to build ‘āmīl zakāt having legal status law in compiling and utilizing zakāt, 
infāq, and ṣadaqah. Based on such background, the researcher is interested to 
research and analysis how the practice of real management of zakāt of profession 
in BMT Amanah Ummah Kartasura based on valid laws. 
The purpose of this research is to know the perspective of the positive law 
toward realization of zakāt management especially in that of profession in BMT 
Amanah Ummah Kartasura. This research is a field reseach with qualitative 
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approach. The methods in collecting data are interview, documentation, and 
observation. Data analysis use the  deductive method. 
Based on the result of the study, the researcher concludes that the 
implementation of the management of zakātprofession in BMT Amanah Ummah 
Kartasura is in conformity with the Indonesian Law Number 23 of 2011 on the 
management of zakātand the provisions of Islamic Shari’a because of its 
professionalisme in management and its distribution of zakāthas been right on 
target and has use the principle of justice. 
Keywords :  Management, Zakat Profesion, BMT Amanah Ummah 
Kartasura, Indonesian Law Number 23 of 2011 
1. PENDAHULUAN 
Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT 
kepada setiap kaum Muslimin. Perintah zakat didalam al-Quran senantiasa 
disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat karena 
perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan 
umat. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, 
meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang 
menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun 
Islam.1 
Zakat menurut syaraʽ adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai 
syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap orang 
muslim untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya 
dengan persyaratan tertentu pula. 
Maksud dari sejumlah harta tertentu ialah harta-harta yang wajib 
dikeluarkan zakatnya yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan al-Hadis yakni 
harta hasil pertanian, perdagangan, peternakan, emas, perak dan rikāz. Serta hanya 
jenis harta tersebutlah yang sudah ada dan menjadi sumber zakat sejak zaman 
Nabi Muhammad SAW. Namun seiring berkembangnya perekonomian, sumber 
zakat pun mengalami perkembangan seperti, zakat dari kekayaan yang diperoleh 
                                                          
1Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan 
Keuangan Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1  
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dari upah/ gaji, pendapatan, honorium, atau penghasilan yang dihasilkan dari kerja 
tertentu yang telah mencapai nisāb atau disebut dengan zakat profesi. 
Menurut prof. Didin Hafidhuddin zakat profesi adalah zakat yang 
dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang 
dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan 
penghasilan (uang) yang memenuhi nisāb. Adapun bentuk penghasilan yang 
paling sering menghasilkan upah atau gaji besar pada zaman sekarang yaitu yang 
diperoleh dari profesi seperti penghasilan seorang dokter, advokat, motivator, 
pengacara (lawyer), designer dan sebagainya.2 
Adanya perintah wajib zakat bukan hanya sekedar untuk ditunaikan 
semata, akan tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang baik dan 
didistribusikan secara merata kepada pihak yang berhak menerima zakat. Oleh 
karena itu peran lembaga-lembaga amil zakat sangatlah penting. Seperti halnya 
yang terjadi pada BMT Amanah Ummah Kartasura melalui Baitul Mālnya 
mengenai proses penghimpunan zakat profesi dari data yang didapat oleh penulis 
terdapat perbedaan dalam cara menghitung zakat profesinya yakni dipotong 
sebesar 3% , bukan 2,5% yang diqiyaskan pada zakat emas, dan bukan pula 5-
10% yang diqiyaskan pada zakat pertanian.3  Selain itu muzakki zakat profesi 
jumlahnya hanya sedikit, padahal anggota BMT Amanah Ummah jumlahnya 
mencapai ribuan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
lebih dalam terhadap pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat 
profesi yang dilakukan oleh BMT Amanah Ummah Kartasura apakah telah sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 atau belum. 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Zakat Pasal 1 ayat (8) memutuskan bahwa dalam rangka mempermudah 
pengelolaan dana zakat, Pemerintah membolehkan masyarakat untuk membuat 
Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki tugas membantu dalam pengumpulan, 
                                                          
2Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 459.  
3Hasil wawancara dengan Bapak Arif Luthfi Abdur Rosyid selaku pengelola  Baitul Māl 
BMT Amanah Ummah Kartasura Tanggal 04 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB. 
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pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.4 Sejalan dengan itu, terdapat tiga 
organisasi yang diakui pemerintah dan bertugas melakukan pengelolaan zakat 
yang tentunya sangat memberikan kontribusi bagi kelancaran pelaksanaan zakat, 
yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan 
Unit Pengelola Zakat (UPZ). 
LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas 
prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, 
pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Disamping itu LAZ juga tidak 
hanya mengelola zakat, tetapi mengelola dana infak, shadaqah, dan dana sosial 
kemanusiaan lainnya.5 Salah satu contoh LAZ adalah BMT Amanah Ummah 
Kartasura yang mengelola dana zakat termasuk didalamnya zakat profesi yang 
berasal dari karyawan dan sebagian anggotanya. 
Atas dasar itulah penyusun berkeinginan untuk melakukan penelitian 
skripsi mengenai bagaimana pengelolaan terkait zakat profesi tersebut dengan 
judul “Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi di BMT Amanah Ummah 
Kartasura (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)”. 
Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan zakat profesi di 
BMT Amanah Ummah Kartasura jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat. Serta diharapkan bermanfaat 
sebagai bahan informasi bagi berbagai kalangan yang hendak melakukan 
penelitian selanjutnya atau untuk mengetahui secara mendalam bagaimana proses 
pengelolaan zakat profesi.  
Dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa obyek 
pembahasan yang akan diteliti, dan cara pengelolaannya belum pernah diteliti 
sebelumnya. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian 
dari sudut pandang yang berbeda. Adapun penelitian yang pernah dilakukan di 
                                                          
4Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 
Pasal 1 ayat (8) 
5Mursyid, Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara’ 
dan Undang-Undang) (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 31.  
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BMT Amanah Ummah Kartasura adalah tentang distribusi zakat ditinjau dari 
hukum Islam, bukan pada pengelolaan zakat profesi. Walaupun demikian, 
penelitian-penelitian terdahulu tersebut berguna sebagai bahan acuan serta 
pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini. 
2. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan 
(fieldreseacrh) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung 
dari kegiatan yang telah dilakukan di lapangan kerja penelitian6. Penelitian ini 
dilakukan di BMT Amanah Ummah Kartasura. 
Pendekatan diartikan sebagai sifat suatu ilmu pengetahuan, yang 
melaluinya objek diungkapkan secara lebih objektif7. Pendekatan penelitian yang 
digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yang 
bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 
Deskriptif di sini adalah mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan zakat profesi 
di BMT Amanah Ummah Kartasura. 
Lokasi penelitian ini terletak di jalan Slamet Riyadi No. 292 Desa 
Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.. Peneliti 
memilih tempat penelitian  ini dikarenakan pada lokasi tersebut merupakan salah 
satu lembaga yang melaksanakan pengelolaan zakat profesi, tentunya ini perlu 
dilakukan penelitian sebagai pembuktian kebenaran. 
Metode analisis data yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu 
diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum untuk selanjutnya 
dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset. Dalam hal ini 
penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal mengenai teori dan Undang-
                                                          
6Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis(Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 
34. 
7Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora 
Pada Umumnya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 293. 
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Undang yang berhubungan dengan zakat profesi setelah itu dihubungkan dengan 
kenyataan-kenyataan dilapangan. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis Pengumpulan Dana Zakat Profesi pada BMT Amanah Ummah 
Kartasura 
Sistem pengumpulan zakat profesi yang dilakukan oleh  BMT 
Amanah Ummah Kartasura ini senantiasa mengacu pada ajaran agama Islam 
yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta pada Undang-Undang 
Republik Indonesia yang berlaku yaitu menghimpun dana zakat dari para 
muzaki yang dalam hal ini semua karyawan BMT. 
Pengumpulan dana zakat profesi ini diambil setiap satu bulan sekali 
pada saat karyawan BMT akan menerima gaji. Potongan gaji  untuk 
membayar zakat profesi yang ditetapkan BMT sebesar 2,5% dan untuk infak 
anggota sebesar 0,5%. Sehingga setiap bulannya pegawai BMT mendapatkan 
potongan sebesar 3% dari gaji yang akan diterimanya. 
Mengingat menunaikan zakat adalah sebuah kewajiban yang harus 
ditunaikan seorang muslim,  terkhusus pada penghimpunan dana zakat 
profesi, para amil BMT Amanah Ummah Kartasura senantiasa melaksanakan 
tugasnya melakukan bimbingan-bimbingan dan pengarahan-pengarahan 
kepada para muzaki yang telah memiliki penghasilan melebihi niṣābnya 
dalam menunaikan zakat terutama kepada para nasabah  BMT Amanah 
Ummah Kartasura. 
3.2 Analisis Pendistribusian Zakat di BMT Amanah Ummah Kartasura 
Konsep penanggulangan kemiskinan sudah banyak di kemukakan dan 
diterapkan baik melalui pakar ahli atau pemerintah, akan tetapi belum mampu 
mendatangkan hasil yang optimal. Dalam Islam konsep untuk menanggulangi 
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kemiskinan dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah zakat. 
Zakat bukan sekedar amal sholih yang bersifat individu, lebih dari itu zakat 
adalah instrumen guna membangun tatanan masyarakat berjiwa sosial. Oleh 
karena itu perlu adanya lembaga yang bekerja menghimpun dan 
mendistribusikan zakat kepada mustaḥiq. Di BMT Amanah Ummah 
perencanaan penetapan pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan 
musyawarah para pengurus harian BMT Amanah Ummah. 
BMT Amanah Ummah dalam mendistribusikan dana zakatnya 
memprioritaskan kepada empat aṣnāf utama antara lain: 
a. Fakir  
Didalam pendistribusian kepada  golongan fakir BMT Amanah 
Ummah sudah sesuai, karena yang menjadi sasaran adalah orang jompo 
dan LANSIA (lanjut usia).  
 
b. Miskin 
Didalam pendistribusian kepada mustaḥiq BMT Amanah Ummah 
telah menyalurkan dengan beragam variasi melalui paket sembako, 
pelayanan kesehatan, dan pemberian modal usaha. Dalam 
pendistribusianya BMT Amanah Ummah selalu bekerjasama dengan 
kelompok pengajian ranting Aisiyah yang mana dimungkinkan pemberian 
sembako kurang tepat sasaran.  
Berikut tabel penerima golongan fakir miskin. 
NO Nama Penerima 
Bentuk 
Pemberian Keterangan 




2 Anak yatim Paket sembako Belum berpenghasilan 
3 Warga baki Pelayanan 
kesehatan 
Warga kurang mampu 
4 Warga ngadirejo Pelayanan 
kesehatan 
Warga kurang mampu 
5 Warga ranting 
muhammadiyah 
wirogunan. 
Paket sembako Membantu kepada warga 
kurang mampu 
6 Warga ranting 
muhammadiyah 
pucangan. 
Paket sembako Pengajian Aisiyah 
7 TK Intan Permata 
Makamhaji 
Paket sembako Bingkisan lebaran guru 




Bingkisan lebaran guru 






10 Warga Ranting 
Muhammadiayah 
Gumpang 
Paket sembako Pengajian Aisiyah. 
11 Warga Ranting 
Muhammadiyah 
Ngadirejo. 
Paket sembako Pengajian Aisiyah. 
12 Warga Baki. Paket sembako Bencana puting beliung 
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13 Warga Kel. Joho 
SKH 
Paket sembako Anak-anak yatim. 
14 PonPes Tahfidzul 
quran watukelir 
Paket sembako. Anak-anak dhuafa. 
15 Warga ranting 
muhammadiyah 
ngemplak. 
Paket sembako. Pengajian Aisiyah 
16 FIK UMS Uang tunai. Baksos. 
17 FAI UMS Uang tunai. Baksos. 
18 Kelompok binaan 
Kel.Baki 
Modal usaha dan 
pelatihan nata de 
coco. 
 







20 Ahmad toyib Modal usaha. Penambahan modal usaha. 
 
c. ‘Āmilīn 
Dalam pendistribuasian kepada ‘āmilīn menurut penulis sudah 
sesuai, karena jasanya sebagai pengelola zakat maka sepantasnya 
mendapatkan oprasional untuk ‘āmilīn. Pendistribusian kepada  ‘āmilīn di 
BMT Amanah Ummah menurut penulis mempunyai nilai lebih 
dikarenakan pendistribusian kepada ‘āmilīn tidak diberikan berupa uang 
tunai melainkan buat biaya pelatihan-pelatihan, delegasi yang tujuanya 
meningkatkan kemampuan dan skill dari ‘āmil dalam mengelola zakat. 
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No Nama penerima Bentuk penyaluran Keterangan  
1 Pengurus Māl Transportasi  Pendelegassian 
pelatihan. 
2 Pengurus Māl Oprasional  Pelatihan menejemen 
ekonomi ummat. 
3 Pengurus Māl Transportasi  Pendelegasian 
pelatihan. 




Dalam pendistribusian zakat kepada sabīlillāh menurut penulis 
BMT Amanah Ummah sudah tepat sasaran karena pada sabīlillāh 
mempunyai arti luas tidak hanya berperang dijalan Allah SWT. Di BMT 
Amanah Ummah kelompok sabīlillāh didominasi oleh penerima beasiswa 
bagi kaum ḍu‘afā yang kurang mampu. BMT Amanah Ummah juga 
memberikan paket sembako kepada guru dan santri pondok tahfidz yang 
ada di daerah Watukelir.  
N
o 
Nama penerima  Bentuk Pemberian Keterangan  




Uang tunai Bakti Sosial Pengabdian 
Masyarakat 







Uang Tunai Peralatan Sekolah dan Uang 
SPP 
 
3.4 Analisis Pendayagunaan Zakat BMT Amanah Ummah 
Pendayagunaan merupakan pendistribusian yang bertujuan 
mendatangkan hasil dan manfaat. Zakat yang merupakan instrumen kebijakan 
fiskal yang islami dalam pendistribusianya harus mampu meningkatkan taraf 
hidup masyarakat (mustaḥiq) sehingga dapat membrantas kemiskinan. Oleh 
karena itu sudah saatnya dana zakat disalurkan kepada bantuan-bantuan yang 
sifatnya produktif. 
Pendistribusian zakat yang dilakukan BMT Amanah Ummah yang 
diberikan kepada masyarakat ada dua macam. Pertama, pendistribusian secara 
konsumtif; kedua, pendistribusian secara produktif. Pendistribusian konsumtif 
adalah penyaluran dana zakat untuk disalurkan secara tunai atau dengan 
pemberian kebutuhan pokok sehari-hari. Disamping menyalurkan secara 
tradisional BMT Amanah Ummah dalam penyaluran dana zakat juga 
menyalurkan secara konsumtif kreatif seperti pemberian beasiswa kepada 
dhuafa yang kurang mampu, pengadaan sarana ibadah dan dakwah. 
Sedangkan pendistribusian produktif yaitu berupa zakat community 
development (ZCD) atau bantuan kebajikan (qorḍul ḥasan) yang diberikan 
kepada mustaḥiq terutama kepada usaha kecil dalam bentuk usaha produktif 
kreatif dan usaha produktif tradisional dengan sistem dan bergulir tanpa 
bunga. Adapun penerima dari qorḍul ḥasan yang diberikan oleh BMT 
Amanah Ummah seperti pedagang kaki lima, usaha rumahan pembuatan 
abon, budidaya ikan lele dan kelompok usaha ibu-ibu. 
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Namun jika dilihat dari laporan dana zakat BMT Amanah Ummah 
tahun 2015 dan wawancara dengan pengelola Baitul Māl, pendistribusian 
dana zakat lebih dominan kearah konsumtif baik konsumtif tradisional 
maupun konsumtif kreatif, sehingga disini perlu adanya pengoptimalisasian 





Berdasarkan uraian dan hasil analisis data yang telah dijelaskan 




Dari segi pengumpulan dana zakat profesi, Baitul Māl Amanah 
Ummah telah seuai dengan syariat Islam dan Undang-Undang. Potongan 
gaji sebesar 2,5% merupakan salah satu bukti bahwa pengelolan zakat di 
BMT Amanah Ummah telah sesuai dengan peraturan. 
b. Pendistribusian  
Dalam pendistribusian zakat kepada mustaḥiq,Baitul Māl Amanah 
Ummah memprioritaskan kepada 4 golongan mustaḥiq yang benar-benar 
layak dan relevan pada masa sekarang. Seperti golongan fakir dan miskin 
dalam bentuk pemberian santunan, sembako, baksos dan pemberian 
layanan kesehatan gratis, kemudian golongan sabīlillāh dalam bentuk 
pemberian beasiswa pendidikan, santunan kepada guru dan santri Tahfiz 
serta kepada golongan ‘āmilīn dalam bentuk pelatihan pengelolaan zakat 
dan pendelegasian pelatihan. 
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c. Pendayagunaan Zakat 
Kemudian dari segi pendayagunaan zakat yang berupa pemberian 
modal usaha produktif, Baitul Māl Amanah Ummah dalam 
pelaksanaannya telah seseuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 ayat (2) bahwasanya pemberian 
modal usaha produktif diberikan ketika kebutuhan dasar mustaḥiq telah 
terpenuhi. Hal ini terlihat dari laporan pengeluaran dana māl BMT 
Amanah Ummah Tahun 2015 di bidang pendampingan usaha ḍu‘afā yang 
paling sedikit dari pengeluaran dana lainnya. 
4.2 Saran 
a. Kepada BMT Amanah Ummah 
1) Agar dengan segera mendirikan Lembaga Amil Zakat yang berdiri 
sendiri dan memiliki badan hukum yang sah. 
2) Dalam pendistribusian kepada sektor produktif  lebih ditingkatkan 
agar dapat mengangkat Mustaḥiq sehingga lebih mandiri. 
b. Kepada BMT-BMT yang lain 
Agar meniru praktik pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh 
BMT Amanah Ummah. 
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